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PERJANJIAN KERJASAMA

AI{TARA

DIIIIAS PENGENDALTAN PETDUpUK, KELI.IARGA BEREN0AN&
KEPEN DU DUKAN DAI\I PEIIICAT,ATATU 5I PIL

PROVINSI SU MATERA EARAT

DEIUGA!\I

DINAS PEMEERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR:

TENTANG

PEMAN FAATAN N OMO R INDUK KEFEN D[, DIJ ${dN, DATA KEpE${DU DU KAN
DAN KARTU TANDA PEhIDUDUI( ELEKTRoNIK DAt-ARd LATANAN LirudruE riiilns

DINASPEMEtsERDAYAAnTMAsyARAfi arpesn-pR6GNsiduilATffi ABARar

Pada hari ini Senin tanggal dua puhrlr lima Bulan Junr tahun dua ribu delapan lretras yangbeftanda tangan di bawahlni:

5.. Narna : Ff. Novrlal, $.8., M-A., Akt.
Alamat : J!. Rasuna Said No. gl Fadang
Jabatan : Kepala Dinas Fengenoatian."penououk, Keluarga Berencana, Kependudukandan pencatatan Sipll provinsi Sumatera garit
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas pengendaiiait penduduk, KeluargaBerencana, Kependudukan dan Pencatatan $ipil Provinsi sumatera Barat yang selanjutnya

2. Nama : Drs. H. SYAFRIZAL, M.M.
Atapnat : J!. pramuka No. Li XnatiO Sutaiman, padang
Jabatan : Kepala Dinas pemberday;;M;;;;lurlii*r, provinsi sumatera tsaratdalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama oinas pemherdayaan Masyarakat Desa provinsiSurmatera Barat yang selanjutnya oiu"orieiiax #;il:

PIFIAffi KESATI' dan PIF{AK KEDUA yan_g seranjutnya secarh bersarna-sama disebutFARA Pfi{AK, terlebih dahuru **nurunlran seb-agai oerituti
1' bahwa pIHAK *T1'1-'-oltah unsurpelaksana Pernerintah provtnsi sumatera Barat dibidangkependudukan dan p*ntrtuiin iieir vurg n"rt*iiii"i iawao kepada Gubernur pnovinsi
. sunnatera Barat; r- - '-"p Ev'au'rt'burrE

2' bahwa Plt'lA&{ e{E?uf adalah unsur pelaksana pemerintah provinsisumatera Barat diliidangpemerintahan desa/nagari, kelemii-guun ,riffiffi;'ilrtisipasi masyarakat, kerembagaanadat' usaha ekonomi masyarakat,'s,mber lrvi ,iuim dan teknorogi tepat guna $ertapen$embangan kawasan perdesaan, serta tugis peniuantuan yang bertangguns jawabkepada Gubernur provlnsi dumatera Barat;
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3. bahwa untuk rnenindaklanjuti lzin Gubernur Sumatera Barat Nomor

47g/SSg/DppKBKpS.5/Xl/2OL7 Tang€al 14 November 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

provinsi Sumatera Barat Nomor 473,/%O7/DPMD-2017 Tangga! 30 Oktober 2OL7 perihal

Permohsnan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan & KTP-e!.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undan$an sebagai berikut:

L. Undang-Undang f{omor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik tndonesia T'ahun 2OOO Nornor L2$.,Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia l{omor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2OL3 (!-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2OOG tentang Administ,-asi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736'l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2OL2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O12 Nomor 265, Tambahan Lembaran
ltlegara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis lrlomor lnduk Kependudukan Secara [\!asional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir denSan Peraturan Presiden Nomor LL2 Tahun 2O13 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O13 Nomor 257);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri lrlomor 61 Tahun 2OL5 tentang Fersyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akseg serta Pernanfaatan 'Nomor lnduk
Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektroni[<;

5. Feraturan Gubernur Sumatera Barat Nlomor 51 Tahun 20i.7 tentanig Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat; '":

PARA PIHAK sepakat membuat Per.flanjian Kerja $ama tentang Pemanfaatan Nomor lnduk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalar-n Layanan
Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, dengan
ketentuan sebagai berikut

Pasal I
Maksud dan Tujuaer

Yl$r9 dan tr.rjuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk rnengefektifkan fungsi dan peran
PARA PIHAK dalam pemanfaatan Nomor lncluk Kependudukan, Dita Kependudukan dan kartu
Tanda Penduduk Elektronik.

:

pasal 2
Ruang l.in6lkup

Ruang lingkup Perjaniian Kerja sama ini meriputi pernanfaatan :

a. Nomor lnduk Kependudukan (NlK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp-et).

Fasa! 3
Fernanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudu,rkan dan

Kartu Tanda penduduk Elet<trenik

Pemanfaatan ftllK, Data Kependudukan dan KTP-eldalam rangka mengefekgfkan:

a. sinknonisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang
berbasiskan NIK;
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(1)

Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan dalam lingkup, layanan PIFIAK KEDUII
dengan menggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el;dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

Pasai 4
Kewajiban PARA Pll'tAK

Pll-lAK KESAT{,, mempunyai kewa.fiiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada Pl!'lAK KEDLJA

berupa nomor KK, NlK, nama lengkap, jenis kelannin, tennpat lahir, tanggal/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan datam keluarga,
pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan alamat kepada PIHAK KEDUA;

b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan herbasiskan Virtual
Frivate Network (VPN) lP melatuifasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
lnformatika Provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User ID kepada PIHAK KEDUA yang pengelotaannya menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA;

d. rnemberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. memberikan bimbin$an teknis dan pendampingan teknis Implementasi pernanfaatan
NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el ata's biaya ptfnt( KEDUA.

PIFI,AK KEDUA rnempunyai kewajiban untuk
a. mencantumkan NIK yan$ sudah dijarnin kegunggalannya dalam dokumen yang

diterbitkan PIHAK KED!.JA;
b. memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagal

data balikan, guna melengkapi database kependudukan mitik PitlAI{, KE$AIU;
c. bertanggun$ jawab sebagai pemegang hak akses atas data t<ependudukah'yang diakses

dari Pl$lAK KESATU;
d. memberikan layanan berbasiskan KTp-el;
e- menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-et, sesuai dengan spesifikasi

yang diberlkan PIFIAK KESATU beserta Kartu secure accesi module;t- menyediakan dukungan anggaran untuk p.iukruruun bimbingan teknis dan
pendampingan teknis implementasipemanfaatan NlK, Data Kependud-ukan, dan KTp-el;g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h. menjarnin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenanan data, serta tidak dilakukannya
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari Pll-lAK KESATU walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama initelah berakhir.

pasal b
$Iak FARA PIHAK

PIHAK KESAT|, mempunyaihak untuk:
a. mengawas! pelaksanaan kewajlban pll.lAK KEDUA;
b' mendapatkan data balikan atas data kependudukannya telah diberikan FIFEAi{ KESATU

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengt<api database kependudukan; danc' mendapatkan jaminan_kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran clata yang diterima dandiakses PIHAK KEDUA, walaupun:langka *ukt, perjaniian Kerja Sama ini telah
berakhir.

(2)

(1)

(2'l PIFIAK KEDUA mernpunyai hak untuk:
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, N!K,nama " len$kap, jenis kela-min, tempat lahir, tanggal/bulan/iahyn lahir,, agama/[<epercayaan, status perkawinan, status hubungan dalarn keluarga, pendidikan

terakhir, jenis pekerjaan dan alamat dari FIFIAK KESATT]; oun- 
- -- -'
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b. mendapatkan bimbingan tekmis dan pendampingan teknis penlanfaatan NIK, Data
Kependudukan, dan KTP+I serta penffiunaan perangkat penrbaca KTF-el, atas biaya
P!!{AB{ KEDUA.

,,_ffi;s3*,,

I911r{rl l(erja Sarna ini mutai bertaku sejak ditandatangantnya Ferjanjian Kerja Sama ini oteh
f{fA PIFIAK sampai dengan tanggal 25 Juni 2o22 dan oapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PII.{Affi,

Pasal 7
Berakhtrnya perjanjian Kerjh Sarna

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabita:

a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah setesai; atau
b' atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu

Per.lanjian Kerja $anla berakhir.

Pasal E
Kcadaan Mernalsa (Force Majeare)

(1) Apaloila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA piF{AK atau keadaan rnernaksa, dapatdjlakukan perubahan petaksanaan Peganjian xeria saqra itr"p"ruutrl'*; iinne ptFIAK.
(2) Keadaan memaltsa sebagaimana oiminsud paoa iyat 1ri, aoatirr adanya kebtjakanpemerintah yang.men$akibatkan tidak dapat airan;utr<innya pelaksandan perjanjian Kerja$arna ini dan apabila terjadi trat-hal di luar t<ekuasaan pARAFfi{AK.'.--. ---

Pasa! 9
Pemyelesaian percelisihan

(1) Apabila dikemudian hari timtout
pelaksanaan Ferjanjlan Kerja Sama
musyawarah untuk mufakat.

permasalahan Ualam perbedaan penafsiran dan
ini antara PARA pll{AK akan diselesaikan secara

(2) Dalarn hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (i.) tidak tercapai,maka akan diselesaikan sesuaidengan ketentuan p"*trii" pilil;rg;njuirgrn. -- --r-.''

pasa! LO
" Evaluasl dan petraponan

(1) PIFIAK ffiEDUA 
. 
berkewa.liban membuat laporan lrerkala pernahfaatan NlK, DataKependudukan dan KTPd p"t u"**i",;-urrll-rini untut semester pertama dan butanDesember untuk semester kedua kepada'prHAfi tmrs-niu i;G; [J*nrsrn DirekrurJenderar Kependudukan dan pencitatan sipir dan Gubernur.(2) PIFIAK I{ESATU n'lelakukan evaluasi pemanfaatan NtK, oata xependudukan dan KTp-ersecara berkala atas laporan PIFIAK KEduA wnrgui*rna dirnaksud pada ayat (t).(3) PlFlAFt KESATIJ dapat melakukan evatuas! pernanfaatan td!K, Data Kepeno*cut<an dan KTp-el sewaktu-waktu, rv'!'s"rserq

(4) !{asil evatuasi seba$aimana dirnaksud. p.r!3 qvut (2) ditaporkan kepada Guhernur dengantembusan Menteri Datam Negeri melalui Direktur i"nuurul Kependudukan dan pencatatanS!pit.

4



(,r)

(2)

(3)

Pasal 11
Lain-Lain

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan rnateri Per.ianjian Kerja

Sama ini, maka dapat dilakukan peruhahan atas persetujtlan PARA PIHAK.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dituangkan dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ferjanjian Kerja Sama ini.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasiona! dalam pelaksanaan Perjanjian
KerJa Sama ini akan disusun dalam Petunjuk TeniS.

iHl!13

Demikian Perjanjian Kerja Sami ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masins-masln8 
I|TI Imaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanc

PIHAK

Ptr.tAK KESATU B

M,M.
1 004
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